WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
" NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa daliam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Mengingat

Undang—Urfdang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaain Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, seb_agaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undéng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota

" tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun

2023;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang .....



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun . 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara .Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan .....
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12.

13.

14.
'Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-

15.

16.

17.
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara ?Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

.Peratufan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturfan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 486);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang; Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang

2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
Peraturén Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun
2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang
Tahun 2008 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Serang ‘Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN .....
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Serang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Walikota adalah Walikota Serang.
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalamfpenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. -

.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen

perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahunan.

Rencana Pembanguﬁan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana .....
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Rencana Kerja Permékat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokuﬂlen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

RPJPD Tahun 2008—?025 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Serang T?ahun 2008-2025.

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah Perubahan Rencana
Pembangunan Jangké Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.
RKPD Tahun 2023 acialah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang
Tahun 2023. |

_ BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima RPJMD Tahun
2018-2023. |

RKPD Tahun 2023 seﬁagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan
kerangka ekonomi daérah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana
kerja dan pendanaan .- yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-
2023, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, RKP Tahun 2023 dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan
daerah antarwilayah, éntarsektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi

alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

: Pasal 4
RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB 1 : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB 11 : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,;
BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;dan
BAB VII : PENUTUP.

o

A
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(2) Isi beserta uraian siétemaﬁka RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

| Pasal 5
RKPD Tahun 2023 sebagr%\imana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :
a. pedoman bagi Perang:fkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam
menyusun Rencana Ker ja Perangkat Daerah Tahun 2023;
b. pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas
Plafon Anggaran Serflentara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota ESerang Tahun Anggaran 2023.

\ Pasal 6
Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD Tahun
2023 dan selanjutnya meiaporkan kepada Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penefnpatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2022

WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NAWNANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 217



